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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAI{ KOMISI PEMILIHAN UIIUiI
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 08 /Kpts/KPU-Wng-0'|232951220'10

TENTANG

PEDOilIAN TEKNIS KAMPANYE PEI'ILIHAN UMUM

BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2(l1(l

KOIYIISI PEMILIHAN UI'UM I(ABUPATETI WOI{OGIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) hurufc Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan

wewenang KPU Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daearah menyusun dan menebpkan pedoman yang belsifat teknis untuk tiap

tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah

bahwa untuk selaniutnya pada ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyatakan bah$,a masa kampanye

adalah rnerupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b

maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati wonogiri

Tahun 2010.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Drerah - daerah

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara

Reoubiik Indon-esia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3887);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara

Reoublik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20M tentang Pembenqkan Peraturan Perundang-

undanian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4389);

Undang.UndangNomor32Tahun2004tentangPem€rintahanDaerah(Lembaran
tlegari nepuliitt lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Reiublik Indonenesia Nomor 11437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

unOani tlomor fZ tahun 2004 Tentang Pemeritahan .Daerai 
( Lembaran Negara

neluoi1 tnOonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4.
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6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 bntang Penyelenggara Pemilihan Umum- 
li.ruS|an Neiara Repubtik trxlonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia l{omor 4721);

7- Undang-Undaq l'l,omor 2 Tahun 2008 bntarq Partai Pofitik (Lembaran-Negara
' 

ilil,ik-t,rd;rkia-iatrun zooa Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor tE01);

8. Undang-Undarg Nonor 10 Tahun 2008 tentuE Pemilihan-Umum Amgota tlewil
' 

F"t 
"iir.n 

CtdA O.*"n peruititan o*ratr' dan Dewan Pen akilan Rakyat Daerah (

ffiba;; Nedra'nepubtii Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4836 );

9. Peraturan Pemedntah Peryanti Undang-Undang Norrnr 1 
- 
Tahun 2009 tentang- 

peruuanan Atas undang-utilang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum

itili"lio.-an p.rwatiian narvit, Dewan Penrakilan oaerajljan Dewan Pemaklan

i;ii.t il;h (Lembaran Negara Republik lrdorBsia -Tahun 2009 Nonor 41'

tambatran temoaran Negara Republik lrdonesia Nomor 4986);

,|0. Peraruran Pemerintah Norbr 6 Tahun 2005 bntang Pemilihan' Pergesahan'-' 
i"ngingk t"n oan pembertcntian Kepala Daerah dan w€kil Kepala Daerah (Lembaran

Neoira-Reoublik Indonesia Tahun )005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

iili"Lrn itiot*i. Hotot 44aol sebagaimana ql9h.diubah teberapa kali terakhir

oefin nerauran pemerintah r6mor qg Tahun 2008 tentarE Perubahan Ketiga at6
periuran pemerintah l,lonpr 6 Tahun 2fl)5 tentarg Pemilihan, Pengesahan,

P.ng;ttSk"bn dan Pembertrentian Kepala Daerah dan Wakil lcpala D*rah (

'i'ffi;N.n* 
Republik lndonesia iahun 2008 Nonror 92, Tambdran Lembaran

I'l€gaB Republik Indonesia l'lomor i1865);

ll.PeraturanKPUll.omor:0stahun200stentangTabKeriaKomisiPemi|ihanUmum'
KomisiPemi|ihanUmumProvinsidanKomisiPemilihanUmumKabupaten/Kola'

'"u.g'i*.*diubahderrganPeraturanKPU}.|.omol:2ltahun200SPeraturanKPUNomor 37 tdun 2008 ;

12.PeraturanKomisiPemilihanUmumNornor06Tahun200stentangsusunanoqanisasi- 
dili;r,, Keda Komisi pemilihan umum, Komisi pemilihan umum Provinsi, dan Komisi

Pemi|ihanUmumKabupabrr/KotasebagaimanadiubahdenganPeraturanKomisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2fi)8 ;

13. Peraturan Kornisi Pemilihan umum llomor 3l Tahun 2008 tentang Kode Etik

Penyelenggac Pemilihan Umum;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2@9 tentang Tata ITEh qi*
KomisiPemilihanUmum,sebagaimanadiubahdenganPeraturanKombiPemi|ihan
Umum Nomor 43 tahun 2009 ;

l5.PeraturanKomisiPemi|ihanUmumNorror6gTdrun2009PedomanTeknbKampanye
Pemilihan Umum lcpala Daerah dan Wakil Kepala Darah ;

16.Peraturan[\,entedDa|aml,legedNorror5TTahun2009tentangPerubahanata;
PerafuraniblrtedDa|amNegeriHomor&Tahun200TbntarpPedomanPenge|o|aan
Ot"E t nggungl*ban Be6nja Pemilihan Kepda Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 tahun 2009 tentang Standarisasi .lndeks
g.lrnp Kabupaten woiogiri tahun 2010 ( Berita Daerah Kabupaten wonogiri

Nomor 300 Tahun 2009 ) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran
-penoapatanoanBelanjaDaerahKabupatenWonogiriTahunAnggaran2010;

'i
I
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Memoerhatikan

llene{apkan

PERTAI'A

KEDUA

KEEMPAT

KETIGA

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 01/Kpb/KPU-Wng-

01232951212010 Tentang Tahapan, Progmm dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010;

Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal

04 Pebruari 2010.

MEMUTUSTAN

Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun

2010;

Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010

sebagaimana dimaksud pada dihum PERTAMA terdapat dalam Lampiran | , yang

merupakan bagian tak terpisahkan dad keputusan ini ;

Bentuk-bentuk Formulir Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri

Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA terdapat dalam Lampiran ll 
'

yang merupakan bagian tak telpisahkan dali keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri

PURNOMO

Pada hnggal : 04 Pebruari 2010

;... 1..l uj7-;. .

\'',,---------' c
:'z .. KETUA
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Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogi

Nomor : 08/Kpts/KPU-Wng-0123295122010

Tanggal : 04 Pebruari 2010

PEDOiiAN TEKNIS KAi'PANYE

PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI

TAHUN 2()1O

PENDAHULUAN

l.KampanyePemi|ihanUmumBupatiDanWaki|BupatiWonogiriTahun2010merupakanbagiantahapan
pelaksanaan pemilihan umum Bupati Dan wakil Bupati wonogiri rahun 2010 yang dilaksanakan oleh

pasangan calon dan/atau tim pelaksana kampanye'

2.KampanyePemi|ihanUmumBupatiDanWaki|BupatiWonogiriTahun2010di|akukandengancarayang
sopan, tertib, dan besifat edukatif'

3. pedoman Teknis Tata cara Kampanye pemilihan umum Bupati Dan wakil Bupati wonogiri rahun 2010

digunakan untuk petarsanaai' l"ro*r" pemilihan umum Bupati Dan wakil Bupati wonogiri Tahun

2010.

TUJUAN

Memberikan pedoman kepada pasangan calon' tim kampanye' KPU Kabupaten' PPK' Panwaslu Kabupaten

dan Panwaslu Kecamatan, ptn*iru Lp'ng"n' Pemantau' P9T:Thh"n Daerah' Kepolisian dan masyarakat

dalam pelaksanaan f.tp.ny' eetitinan Urium eupati Oan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010'

KETENTUATI UMUM

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu' adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang

dilaksanakan secala hngsung' umum' bebas' rahdsia'-luiur' dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

lndonesia berdasarkt' p"t""'ift Ot^ UnOtng-UnOtng Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

2. pemilihan umum Kepala o."oi l.n wakil Kepara Daerah selanjutnya disebut Pemilihan umum Bupati

dan Wakil Bupati ad.l.h p.*ilih;; ;;m untui memitin Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam

Negara Kesatuan Repubm indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 .-..^ r:^^r... noon (ahrrnaran won

3. Dewan peilakilan Rakyat Daerah Kabupaten wonogiri selaniutnya disebut DPRD Kabupatell:nosin

4. Partai Politik adalah parta' *liO* Ot*it tttilu Anglota DPRD Kabupaten Wonogiri Tahun 2009'

5'GabunganPartaiPolitik.o.tat''galung"nduapartaipo|itikatau|ebihyangsecarabersama-sama
bersepakatsecaratertu|isuntukmlngusu|kandanataumenca|onkanl(satu)pasanganca|onBupatidan

Wakil Bupati kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri'

6. Pasangan calon Bupati O'n Wtfn Bupati Wonogiri Tahun 2010' selaniutnya disebut pasangan calon

adalah peserta pemilu e;pati ;n wakil Bupati wonogiri Tahun 2010 yang diusulkan dan atau

dicalonkan oleh parta p#;;; gabungan partai politik dan perseorangan' yang telah memenuhi

persyaratan dan teltt' oiu'nuiltn toara ltls oleh Komisi Pemilihan Kabupaten Wonogiri

T.KomisiPemi|ihanumumxauupatenWonogiriada|ahPenye|enggaraPemi|ihanUmumBupatidanWaki|
Bupati wonogiri r.hun zoro 

".u.gaim.n, 

oirrkruo_oalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-

uiO"ng l{o*;, zz fahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan umum'

8. Kampanve Pemilihan 
';;; 

;il oan'walii Bupati Wonogiri Tahun 2010' selaniuhva disebut

kampanyeadalahs*t,t.si,t..l*sdilakukano|ehpasanganca|ondanatautimkampanye/pe|aksana
kampanye/petugas *ttptiy" untuk meyakinkan yra O11rin dalam nangka mendapatkan dukungan

sebesar'besamya,o'ng'nt'n*'*tnvisi'misi'danprogrampasangancalonsecaralisanatautertulis
kepada masyarakat *;";;r,r* ;gaimana dimaksud daiam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Nomor32Tahun2004sebagaimanadiubahterakhirdengan.Undang-UndangNomor12Tahun200Sdan

dalam iadwal walru yang ditJtapXan XpU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota'

il.
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g. a. Visi adalah uraian be*enaan dengan substansi kualitas kehidupan barylsa, negaE, dan masyarakat

yang tnndak diwuiudkan;

b. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebiiakan yang diaiukan dalam nangka mencapai dan atau

mewuildkan visi;

c.Programda|ahurahnberkenaandengan|angkah-|angkahdanataustlategiftaktisdanoperGiona|

untuk melaksanakan kebiiakan yang bersiH publik'

10. pemilih adalah penduduk Kabupaten wonogiri yang pada saat hari pemungutan suara telah genap

berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pemah kawin daniatau tidak sedang dicabut hak

pilihnya.

11. Pemberiban, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh

pasarqanca|onkepadamasyarakatme|a|uimediacetakdane|ektroniksecaraberuhng.u|angberbentuk

fulisan,gambar,animasi,prcmosi'suara,peragaan,satdiwara'debat'danbentuklainnyayangberisi

ajakan, himbauan unfuk memberikan dukungan kepada pasangan caton'

12.PanitiaPengawasPemi|uada|ahPanitiaPengawrePemituKabupatenWonogili,se|anjuhyadisebut
PanwasluKabupaten,PanitiaPengawasPemiluKecamatan'selanjufryadisebutPanwasluKecamatan'
pengaras pem1u Lapangan, aoian umuaga yang melakukan pengart asan penyelenggaraan Pemilu

Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010'

13. panitia pemilihan Kecamatan Jan panitia pemungutan suara, selaniuhya disebut PPK dan PPS, dalah

panitia yang Uertugas r'bfsa;ak"n penye*ngiaraan Pemilu Bupati Wonogiri Tahun 2010 di tingkat

Kecamatan dan tirEkat Desa/Kelurahan '

14. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi' misi' dan' prcgram

pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang unfuk kepefluan

kampanye Pemilu yang bettujuan untuk mengaiak orang memilih pasangan calon tenentu-

15. Bahan kampanye adahh semua benda atau benfuk lain yang tnemuat visi' misi' pmgram pasangan

calon. simbol'simbof , 
'uu 

uJ' g"Uar yang disebar untuk kepeduan kampanye Pemilu yang bettuiuan

untuk mengaiak orang rnemilih pasangan calon brtentu'

16. Penyelenggara,n *"Otnyt'"t't' iupati Oun Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ditakukan di seluruh

,, l:ffi:]:ffi'lwai orn wakil Bupali wonosiri dirakukan densan prinsip iuiur, terbuka' dialosis'

serta bertarqgurEiarab can nerupafan Uagian dari pendittikan politik masyarakat'

lS.Pendidikanpo,**'..,,o**,denganmengikubertakanmayarakatuntukberpartisipasida|ampemi|u
Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010'

19. Dalam kampany€, rakyat mempunyai kebebasan untuk tnenghadiri kampanye'

20 . Unhrk dapat d'o*gon*tn ;b;'i k'gitt'n k*ptny"' harus mernenuhi unsur'unsur sebagai berikut :

a. Dilaiukan oleh Pasangan Calon dan/atau TiTKamel{:l

b. Terdapat 
'n'u' 

*yJ*in*"n para pemilih dalam rangka mempeoleh dukungan sebesar besamya

dalam bentuk penawaran visi' misi' dan plogram secara tertulis atau lisan;

c. Terdapat alat peraga abu afibut pasangan calon; dan

d. Dilakukan pda iadwal dan waktu kampanye'

21. Terhdap tegiaan sen;a;"t"'Ott"*tt" pada arulf 20 apabila tidak menrenuhi seluruh unsur

rersebur secara kumrt.rr:il;; iliut,iorr o.o"t oii"t norikan sebagai kegiatan kampanye'

22. pasangan oton *rpuffi nr'*, *.*.0*. dan pedakuan yang d dan setara dalam kampanye

-- 
Suoati-Dan Wakit BupatiWonogiri Tahun 2010'

N. ORGANISASI PENYELET{GGARA

1. Dalam fiElaksanakan rampanp' pasangan cabn memtenfuk tim kampanye'

2. Da|am rpmbenfuk .,,',, ilJ-ol''i o*J*an ca|on be oodin*i dengan partai politik atau gabungan

, Tf#hf"Hilid menvusun 
flurutr- llsiaun 

tahapan kampanve dan beltanssunsiawab at6

4' r,li:[mlgr;];';ffiffil1lrufi, tu kampanve rinskat kabupaten dapat r*mbent'k tim

kampanye tingkat kecamatan'
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Nama.namadanidentitasanggotatimkampanyeharusdidafrarkanpadaKPUKabupatenWonogiri

sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-KWK dalam 4 (empat) rangkap'

dengan ketentuan :

a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan cann;

b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Wonogiri;

c. 1 (satu) rangkap Panwaslu Kabupaten Wonogiri;

d. 1 (satu) rangkap untuk Polres Wonogiri'

Pendaftaran nama-nama anggota tim t<ampanye kabupaten dan kecamatan dilakukan bersamaan pada

waktupengusulandanataupencalon'npo'ngtncalonolehpartaipolitikataugabunganpartaipolitik
atau perseorangan

Pendaftarannama-namaanggotatimkampanyekabupatendankecamatan,paling|ambatl(satu)hari

sebelum dimulainya pelaksanaan Kampanye

g. Kpu Kabupaten wonogrfl menyampaikan daftar nama anggota tim kampanye kepada Panwaslu

KabuDaten.

Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat'

Anggota masyarakat adalah Penduduk Kabupaten Wonogiri yang bedomisili di daerah tempat

pelaksanaan kampanye dan yang telah brusia iz 1tu1ut' u"t.r;t nun dan atau sudah/pemah kawin serta

tercantum dalam daftar Pemilih'

ll.KampanyeeemituaupatioanWaki|BupatiWonogiridi|akukansecarabersama-samaatausecara
temisah oleh pasangan calon dan atau oleh tim kampanye'

V. MATERI KAMPAT{YE

l.Materikampanyeyangdilaksanakanolehpasangancalonmeliputivisi'misi'danprogftlmpasangan

, iil?J; kampanye yang diwuiudkan datam visi, misi, dan program pasangan calon dibuat secara tertulis

dan wajib disampaikan kepada masyarakat pemilih 
.

3.Visi,misi,programpasanganca|onmenjadidokumenresmidaerahapabilapasanganca|onterpi|ih
meniadi BuPati dan Wakil BuPati'

4. Penyampaian materi kampanye' dilakukan dengan cara:

a. Sopan, yaftu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada

umum;

b. Tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan !mum;.

c. [rendidik, yaitu t"tuii"iitt"*asi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;

d. Bijak dan berarlro,'r.nrioo.* *.t.*g priurdi, t"totpok, golongan atau pasangan calon lain;

e Tidak bersifat Provokatif'

5. Materi kamPanYe, harus:

a. Meniunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;

b. Menjaga dan meningfatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta iati diri bangsa;

c. Meniaga persatuan dan kesatuan bangsa;

d. Meningkatkan kesadaran hukum; , .-- :^...^.^ -^hdai h6.ri'n .t,
e. i/emberikan i^r"*J vrttg b"..r, seimbang dan bertanggung iawab sebagai bagian dari

Pendidikan Politik; dan

f.ilenia|inkomunikasipolitikyangsehatantarapasanganca|ondenganmasyarakatsebagaibaoian
dari memuangun buOtyt potitif fnOonttia yang demokratis dan bermartabat'

6. Dalam rangka penoioikan ;titi't, xeu x.uup.trn wonogiri dapat memfasilitasi penyebarluasan maten

kampanye yang meliputi visi' misi' dan program pasangan calon'

VI. BENTUKKAMPANYE

1. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil BupatiWonogiri dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. Pertemuan teftatas;

b. TataP muka dan dialog;

c. Penyeoaran melalui media cetak dan media elektmnik;

d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

f. Pemasangan alat peraga ditempat umum;

g. RaPat umum;

h. Oebat publiudebat terbuka antar calon; dan/atiau

7.

q

10.
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i. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan' anta€ lain kegiatan deklaxasi

ata-ukonvensipasangancalonolehpartaipo|itikataugabunganpartaipolitik'acarau|ang
tahun/mi|ad,kegiatansosia|danbudaya,per|ombaano|ahraga,istighosah,ia|ansantai,tab|igh

akbar, kesenian dan bazaar serta rapat umum'

Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan

kampanye harus berisi visi, misi' dan program pemerintahan

calon, tim kampanye, dan Petugas

yang akan diselenggarakan, apabih

4.

pasangan calon menjadi pasangan calon terpilih'

k rp.ny" pemilu Bupati Dan Wakil Bupati wonogiri yang dilaksanakan dalam bentuk penemuan

terbatas diatur sebagai berikut :

a. Dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;

b.Jum|ahpesertatidakme|ampauikapasitasruangansebagaimanaditetapkano|ehpenge|o|aruang
gedung dengan jumlah peserta paling banyak 1 000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten;

c. Menggunakan undangan tenulis yang memuat hari' tanggal' waktu' tempat' nama pembicam' dan

penanggung lawab;

d. Pemberitahuan secara renulis kepada aparat Polres Wonogiri dengan tembusan disampaikan

kepadaKPUKabupatenWonogiddanPerqawasPemi|uWonogiriberkenaandenganhari'tanggal'

waitu, tempat, nama pembicara, dan penanggung lawab serta iumlah yang diundang;

e. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon' tanda

gambarpartaipolitikataugabunganpartaipolitikpengusul'simbol-simbol'pataka'dan/atau

Lndera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan

terbatas;

f. Atribut pasangan calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat

pertemuan terbatas dan tidak dibenakan dipasang di luar halaman gedung atau tempat penemuan

terbatas.

KampanyePemiluBupatiDanwaki|BupatiWonogiriyangdi|aksanakandalambentuktatapmukadan

dialog, diatur sebagai berikut :

a. Dilaksanakan di dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan lumlah peserta tidak

melampaui kapasitas sesuai dengan iumlah tempat duduk' dengan peserta pendukung dan/atau

undangan lainnya yang bukan pendukung;

b. Diadakan dialog yang sifatnya interaktif;

c. Jumlah peserta paling banyak 250 (dua ratus lima puluh)orang;

d. Menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu' tempat' nama pembicara' dan

penanggung jawab;

e. Pemberitahuan secara tenulis kepada Polres wonogiri dengan tembusan disampaikan kepada

KPU Kabupaten wonogiri dan Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya berkenaan dengan hari,

tanggal,waktu,tempat,namapembicara,danpenanggungjawabsertajumlahyangdiundang;

f. Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut, simbol simbol,

Dataka dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di

tempat pertemuan tatap muka dan dialog;

g. Atribut pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf f hanya dibenarkan dipasang sampa

dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus)

meter di luar halaman gedung atau tempat penemuan tatap muka dan dialog'

Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati wonogiri yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran

melalui media cetak dan media elektronik diatur sebagai berikut :

a. Dilaksanakan melalui media cetak dan/atau media elektronik dengan memberikan kesempatan

yangsamaKepaoapasanganca|onunfukmenyampaikanvisi,misi,danprogrampasanganca|on

dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk, dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan

kebiiakan redaksional;

b. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan dan kode etik jumalistik;

c. iledia cetak dan media elektonik dapat menyediakan rublik khusus bagi para pasangan cabn

sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi, dan prcgram kampanye oleh dan/atau

melalui media mas.sa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penielasan

kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan;

5.
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7.

KampanyePemi|uBupatiDanWakilBupatiWonogiriyangdi|aksanakanda|ambentukpenyiaftm

melalui radio dan/atau televisi diatur sebagai berikut :

a. Dilaksanakan dalam bentuk prroriy.ng disesuaikan dengan pengatufttn jadwal promosi dengan

ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh

pasangan calon lainnya;

u. ipauita oitatsanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktiO' apabila yang

dibicarakan masalah-masalah ront ou"ofu perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili

berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya);

cPenyampaianmaterikampanyeda|ambentukpromosime|a|uimediacetakataumediae|ektronik
kepida stasiun televisi, radio ahu surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum

mulai kamPanye.

KampanyePemi|uBupatiDanWaki|BupatiWonogiriyangdilaksanakanda|ambentukpenyebaranbahan

kampanye kepada umum diatur sebagai berikut:

a. Penyebanan bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatias,

tatap muka dan dialog, dan atau di tempat umum;

b. Penyebaran bahan kampanye kepada umum antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-

barang cindenmata atau barang lain sepert buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman

atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan pasangan calon, dan/atau partai

politik dan/atau gabungan partai politik pengusut

Kampanye Pemilu Bupati Dan wakil Bupati wonogiri 2010 yang dilaksanakan dalam bentuk

pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU Kabupaten

Wonogiri diatur sebagai berikut :

a. Pemasangan alat peraga Kampanye di tempat kampanye dan di tempat lain berpedoman pada

Keputusan Bupati Nomor 188 tahun 2008 Tentang Tempat / Lokasi yang diijinkan untuk

Pemasangan Alat Peraga dan Penggunaan fasilitas Umum dalam rangka Kampanye peseata

Pemilihan Umum di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010;

b. Alat peraga yang digunakan tidak boleh dipasang pada tempat -tempat : Rumah Dinas Bupati

dalam radius 200 meter : gedung /kantor milik Pemerintah, TNl, PoLRI yang tidak disewakan untuk

umum ; Sekolah dan Kampus : Tempat lbadah : Rumah Sakit atau tempat{empat pelayanan

kesehatan : Monumen Sejarah : Tiang/Gardu Listrik atau Telepon : Rambu-rambu lalu lintas :

Terminal Angkutan umum : Merusak pohon pelindung jalan : Jembatan, Didepan kantor sekretariat
Parpoldan atau Tim Kampanye Lain : petamanan Kota: pulau jalan : pasar

c. Alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik peBeorangan atau badan swasta, dengan izin
tertulis pemilik tempat yang bersangkutan;

d. Pemasangan arat peraga kampanye oreh peraksana kampanye, harus mempertmbangkan etika,
estetika, kebersihan, kerestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai
dengan Peraturan Daerah sebmpat;

e Pemasangan arat peraga kampanye berjarak paring sedikit 'r (satu) meter dari arat peraga
pasangan calon lainnya;

f KPU Kabupaten wonogiri benrenang memerintahkan pasangan caron yang ridak memenuhi
ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut;g Pemerintah Daerah Kabupaten wonogiri dan aparat keamanan oe'/enang mencabut ataumemindahkan tanpa harus membentahukan kepada pasangan calon teBebut;h. Pasangan calon atau tim kampanye wajib membensihkan .lrt p"rrgu Kampanye paling lambat 1

. _ (safu) hari sebelum hari/tanggal pemungulan suara.
Kampanye Pemiru Bupati Dan wakir Bupati wonogiri yang diraksanakan daram bentuk rapat umum diatursebagai bedkut :

a dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tjdak melebihikapasitas tempat terbuka tersebut;
b. dapat dihadiri masa pendukung dan warga masyarakat lain;c pemberitahuan secara terturis kepada Kpu Kabupaten wonogiri dan pengawas peniru berkenaan

lll,illi,il;fittal' 
waktu' tempat' nama pembicara, dan ienanssunslawab serta jumtah o,.ns

o. hanya dibenarkan membawa r

pataka, dan/atau be,o"o,o,'ff'Tffi ;fl :::Jr:',.J,:l ;lil;n::[r_:l il#j;i:rt
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10. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri yang dilaksanakan dalam bentuk debat

publiUdebat terbuka antar calon, diatur sebagai berikut :

a. Pelaksanaan debat pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Wonogiri dan disiarkan

langsung oleh media elektronik;

b. Dilaksanakan sebanyak 2 (dua ) kali;

c. Moderator debat pasangan calon dipilih oleh KPU Kabupaien Wonogiri dari kalangan pmfesional

dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, juiur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah

satu pasangan calon;

d. KPU Kabupaten Wonogiri dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan undangan;

e. Format dan materi debat pasangan calon dan moderator serta panelis yang dipilih KPU Kabupaten

Wonogiri dikoordinasikan dengan pasangan calon / peserta debat.

11. Kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010 yang dilaksanakan dalam bentuk

kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana Romawi Vl angka 1

huruf i dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya

12. Polres Wonogiri dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Wonogiri untuk membatalkan atau menunda

pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang

bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempaulokasi kampanye tidak memungkinkan

diselenggarakan kampanye, dan KPU Kabupaten Wonogiri memutuskan pembatalan atau penundaan

kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan atau tim kampanye yang bersangkutan.

13. Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara

rombongan atau konvoi, dalam kebenangkatan dan kepulangannya dilarang :

a. Melakukan oawai kendaraan bermotor;

b. Melanggar peraturan lalu lintas.

14. Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog,

serta kegiatan lain yang ttdak melanggar peratuEn perundang-undangan pada hari yang sama tetapi

pada tempat yang berbeda, Polm sesuai ttngkatannya waiib mengatur rute Kepulangan peserta

kampanye, sehingga tidak bertemu pada satu jalan.

15. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai

politik atau perseorangan yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak

dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia,

menyimpan dan atau membawa senjata api dan seniata tajam, serta waiib membantu Pohes wonogiri

dalam menlaga ketertiban dan keamanan kampanye.

16. pembentukan posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang

mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang

tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polres Wonogiri apabila

nyata-nyata telah mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyaral(at'

JADWALWAKTU DAN LOKASI KAMPAI{YE

1. Kampanye pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 20'10, dilaksanakan selama

iangka waktu 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan

suara.

3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPs sebagaimana dimaksud pada romawi

Vll angka 1 diatas adalah masa tenang dan dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

KPU Kabupaten wonogiri menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas

dan/atau tatap muka dan dialog untuk setiap pasangan calon, dengan memperhatikan usul dari

pasangan calon dengan, ketentuan :

a. Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat paripuma DPRD Kabupaten wonogid dengan

acarapenyampaianvisi,misi,danprogrampasangancalonsecaraberurutandenganwaktuyang

sama tanpa dilakukan dialog

Jadwal kampanye berlaku untuk tingkat kabupaten;

Jadwal dan waKu kampanye sebagaimana hunrf a untuk tiap pasangan calon ditentukan secara

musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon;

Timkampanyepasangancalonmenerimasusunandaniadwa|kampanyeyangte|ahdisepakati
paling lambat I (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten Wonogiri, Panwaslu Kabupaten Wonogiri serta Polres Wonogiri

0.
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4. Aoabila situasi keamanan di wilayah tempaUlokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan

kampanye,Po|resWonogiridapatmengusu|kankepadaKPUKabupatenWonogiriuntukmembata|kan

atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang belsangkutan'

dan Panwaslu Kabupaten Wonogin.

5. Apabila usulan pembatalan kampanye dapat diterima, KPU Kabupaten wonogiri memutuskan pembatalan

ataupenundaankampanye,keputusantersebutdiberitahukankepadapasangancabnyang
bersangkuian dan Panwaslu Kabupaten Wonogiri'

6.PetugaskampanyedarisetiapPasanganca|onwajibmenunjukseorangatau|ebihanggotanyasebaga|
koordinator|apangan,yangDertanggungiawabterhadapke|ancaran,keamanandanketertibanpeselta

kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye'

7. Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan

keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Pohes wonogirii dapat mengubah rute pe4alanan yang telah

ditentukan- Perubahan rute peria|anan tidak diper,|ukan persetuluan dari Pasangan ca|on yang

bersangkutan.

PEMBERITMN, PENYIARAT{, DAT{ IKLAN

A Ketentuan Umum

l.Pemberitaan,penyiaran,danik|anKampanyedapatdi|akukanme|a|uimediamassacelaKdan
lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

2. pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan

kampanye oleh pasangan calon kepada masyaralGt'

3. Pesan kampanye oafat berupa tulisan' suara' gambar' tulisan dan gambar' atau suara dan

gambar,yangbersifatnaratif,grafis,karakter,inteiaktifatautidakinteraktif,sertayangdapat

diterima melalui perangkat penenma pesan'

4. iiledia massa cetai dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan

mengiklankan Kampanye harus memabhi ketenfuan mengenai larangan dalam Kampanye

sebagaimanadimaksudda|amPasa|TSUndang.UndangNomor32Tahun2004sebagaimana

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

S. liledia massa cetaK dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita'

iklan, rekam iejak pasangan Cilon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentrngan

Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon - -
6. Lembaga penyaran iublik ielevisi Republik Indonesia (TVRI)' lembaga penyiaran publik Radio

Republik lndonesla innfl, *totgt penyiaran publik lokal' lembaga penyiaran swasta' dan

lembaga penyiaran berlangganan-memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan

secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanyt . ... -
7. Lembaga penytaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Wonogirisebagaibentuklayanankepadamasyarakat,tetapitidakbolehdimanfaatkanuntuk

kepen$ngan Kampanye bagi Pasangan Calon'

g. Televisi Repultir tndonesia dan iadio Republik lndonesia menetapkan standar biaya dan

persyaratan iklan Kampanye yang sama kepada Pasangan Calon'

B. PemberitaanKamPanYe

1. Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau

siaran tunda dan oleh media massa cetaK'

2.MediamassacetaKdanlembagapenyiaranyangmenyediakanrubrikkhususuntukpemberitaan
Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon'

C. PenYiaran Kampanye

1. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog' dialog

yangme|ibatkansuaradan/ataugambarpemirsaatausuarapendengar'sertaiaiakpendapat.

2. Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye

sebagaimana o'ttk'uO dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004' sebagarmana

diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008'

3.siaranmono|ogdandia|ogyangdise|enggarakano|eh|embagapenyiarandapatme|ibatkan
masyarakat metatui teteponl uyanan oesan singkat, surat elektronik (email), dan/atau faksimili'

4.Tata.ro*nr"'"n'ln-i"*tJ"n'*norogoandialogdapatdiaturbersama-samadengan
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah'
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lklan Kampanye

1. lklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak dan/atau

lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.

2. lklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca,

pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau

bohong, menoniolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, atau mempertentangkan suku, agama,

ras, dan antar golongan, memperolokolokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan

nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan intemasional.

3. lr,tedia massa cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada

Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye, yaitu memberikan peluang

yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga

penyiaran bagi semua peserta kampanye.

4. Pengaturan dan penladwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanys dilaksanakan oleh

media massa cetak dan lembaga penyiaran.

5. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking

time untuk Kampanye.

6. Blocking segment adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang

digunakan untuk pemberitaan b4i publik.

7. Blocking time adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan iam tayang pada lembaga

penyiaran yang digunakan untuk pembedtaan bagi publik.

8. Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima progEm sponsor dalam format

atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye.

9, Media massa cetak, lembaga penyiann, dan Pasangan Calon dilaang meniual spot iklan yang

tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain

10. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan calon secara

kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap

stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye.

11. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio unfuk setiap Pasangan calon secara

kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap

stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.

'12. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis iklan.

13. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon diatur

sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama

kepada setiap Pasangan Calon.

14. Media massa cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam b€ntuk iklan

Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik

periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Media massa cetak dan lembaga penyiaran waiib menentukan standar tarif iklan Kampanye

komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.

16. Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rcndah daripada tarif iklan Kampanye

komelsial.
,17. lr,ledia massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye layanan

masyarakatnon-partisanpa|ingsedikitsafuka|idalamseharidengandurasi60(enampu|uh)

detik.

18. lklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan

lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.

19. Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain

dilakukan oleh media massa cehk dan lembaga penyiaran'

20.Jumlahwaktutayangik|anKampanyelayananmasyamkatnonpartisantidaktermasukium|ah
kumulatif sebagaimana dimaksud angkall dan 12.

21. Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan

berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon'
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KAITPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA

1. Pejabat negara yang menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri dalam melaksanakan kampanye

harus memenuhi ketentuan :

a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya,

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan

c. p€ngaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan mempefiatikan keberlangsungan tugas

penyelenggaraan pemedntiahan daerah.

2. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan

calon selama masa kampanye.

PERAT{AN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISAN NEGARA REPUBLIK

INDONESIA DALAM KAMPANYE

1. Dalam kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati wonogiri, pasangan calon mempunyai hak untuk

mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan keGntuan peraturan

perundang-undangan Yang berlaku.

2. pemerintah Kabupaten Wanogiri, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan memberikan kesempatan yang sama

kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk

penyampaian materi Kampanye.

3. pemerintah Kabupaten Wonogiri, Kecamatan, Desa/ Kelurahan, Tentara Nasional Indonesla, dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye'

LARANGAN DALAM KAMPANYE

1. Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada

masa :

a. Sebelum tanggal dimulai masa kampanye;

b. Dalam masa kampanye, yaitu apabila di luariadwalyang telah ditentukan untuk pasangan calon;

c. 3 (tiga) han sebelum tanggal pemungutan suara dan hari pemungutan suara'

2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan

sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan,

perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang beBifat

mengumpulkan massa disuatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan

sebagaimana romawi lll angka 20.

3. Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang :

a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik lndonesia;

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan ketrtuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c.Menghinaseseorang,agama,suku,ras,golongan,calondan/ataupasangancalonyanglain;

d. Menghasut dan mengadu'domba peBeorangan atau masyarakau

[,lengganggu ketertiban umum;

Uenlancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada

seseorang, sekelompok anggota masyanakat, dan/atau pasangan calon yang lain;

Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon;

Menggunakan fasilitas pemenntah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atnbut pasangan calon lain selain dari gambar

dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan

j. lrrlenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye

4. Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan :

a. Hakim Pada semua Peradilan;

b. Pe.iabat BUMN/BUMD;

c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu iabatan dalam bidang eksekutif yang

ditetaokanberdasarkanperaturanperundang-undangan,termasukdidalamnyajabatanda|am

kesekretariatanlembagatertinggiatautingginegara,dankepaniteraanpengadilan;

d. Keoala Desa atau sebutan lainnya.

e.

f.

0.

h.

xl.
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5. Larangan se@aimana dimaksud pada angka 4 tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon

Bupati atau Wakil Bupati Wonogiri

6. Pejabat Negara yang menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati Wonogiri dalam melaksanakan kampanye

harus memenuhi ketentuan :

Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ;

Menlalani cuti di luar tanggungan negara;

Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentana Nasional lndonesia, dan

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta ( pelaksana ) kampanye dan juru

kampanye dalam pemilihan.

8. Pejabat Negara, Pejabat Sttuktural dan Pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, serta Kepala Desa

atau sebutan lainnya dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

9. Peiabat negara, pelabat struKural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri

lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon

yang meniadi peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

10. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 meliputi pertemuan, aiakan, imbauan, seruan atau

pemberian barang kepada pegawai negai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan

masyarakat.

11 . Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

ayat t huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor

6g tahun 2009, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
,12. pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53

ayat t huruf g, huruf h, dan hunrf i, Penaturan Komisi Pemilihan umum Nomor 69 tahun 2009 sanksi

dengan tahapan :

a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum teriadi

gangguan;

b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat teriadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang

dapat mengakibatkan gangguan tefiadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah

pemilihan lain.

13. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud Angka 11

dan 12, ditentukan : KpU Kabupaten Wonogiri menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian

kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud Romawi xl angka 12 paling lambat 2 (dua) hari setelah

menenma laooran tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut; Peringatan

tertulis dan/atau penghentian kampanye menggunakan formulir Model AB 1-KWK dibuat dalam 4

(empat) rangkap, dengan ketentuan :

1. 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye;

2. I (satu) rangkap untuk Polres Wonogiri;

3. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu Kabupaten Wonogiri;

4. 1 (satu) rangkap untuk Arsip KPU Kabupaten Wonogid'

PENGAWASAN ATAS PELAKSAi{MN KAMPANYE

l.Panwas|uKabupatenWonogiri,Panwas|uKecamatan,danPengawasPemi|uLapanganme|akukan
pengawasan atas pelaksanaan Kampanye.

2'PengawasPemi|uLapanganme|akukanpengawasanataspe|aksanaanKampanyeditingkat
Desa/Kelurahan.

3.PengawasPemiluLapanganmenerimalaporandugaanadanyapelanggaranpelaksanaanKampanyedi
tingkatdesa/ke|ufahanyangdilakukano|ehPPS,timKampanye,pesertakampanye,danpetugas

Kampanye.

4.Dalamhalterdapatbuktipermu|aanyangcukupbahwaPPSdengansengajame|akukanatau|alai
dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat

desa/ke|urahan' Pengawas Pemi|u Lapangan menyampaikan |aporan kepada Panwaslu kecamatan.

L

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

7.

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta

Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan

Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat desa/kelurahan,

Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengaiaan atau kelalaian dalam

pelaksanaan Kampanye di tingkat desdkelurahan sebagaimana dimaksud Romawi Xll angka 5 dengan

melakukan :

a. penghentian pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada

hari itu;

b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan buKi permulaan yang cukup tentang adanya tindak

pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;

c. p€laftmgan kepada pelaksana Kampanye atiau tim Kampanye untuk melaksanakan Kampanye

berikutnya; dan

d. pelarangan kepada peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.

PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Romawi Xll angka 6 huruf b dengan

melakukan trndakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan

petugas Kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan

Kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008

Panwaslu Kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Romawi Xll angka 5

dengan melaporkannya kepada PPK.

PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud Romawi Xll angka 9 dengan

meneruskannya kepada KPU Kabupaten Wonogiri.

KPU Kabupaten wonogiri waiib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Romawi Xll

angka 10 dengan memberikan sanksi administnatif kepada PPS.

Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye di tingkat Kecamatan.

Panwaslu Kecamatan menerima lapofan dugaan pelanggaran pelaksanaan Kampanye di tingkat

kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta Kampanye, dan

petugas Kampanye.

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaia melakukan atau lalai

dalam pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye di tingkat

kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten wonogiri

Dalam hal terdapat bukti pemulaan yang cukup bahwa pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta

Kampanye, atau petugas Kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan

KampanyeyangmengakibatkanterganggunyapelaksanaanKampanyeditingkatkecamatan,Panwaslu

kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten Wonogiri dan menyampaikan temuan

10.

11.

12.
,l1.

14.

kepada PPK.

16. PPK wajib menindaklanluti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam

pelaksanaan Kampanye di tingkat kecamatan dengan melakukan :

a. penghentran pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon yang besangkutan yang teriadwal pada

hari itu;

b. pelaporan kepada KPU Kabupaten wonogiri dalam halditemukan bukti permulaan yang cukup

adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan Kampanye;

c.pe|arangankepadape|aksanaKampanyeatautimKampanyeuntukme|aksanakanKampanye

berikutnya; dan/atau

d. pelarangan kepda peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya'

17. KPU Kabupaten wonogin waiib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Romawi xll

angka.|6denganme|akukantindakanhukumsebagaimanadiaturdalamUndang-UndangNomor32

Tahun2004sebagaimanadiubahterakhirdenganUndang-UndangNomor12Tahun2008.

18. Panwaslu Kabupaten wonogiriwajib menindaklaniuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Romawi xll

angka 14 dengan melaporftan kepada KPU Kabupaten Wonogiri

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



jdih.kpu.go.id/jateng/wonogirijdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri

19. KPU Kabupaten Wonogiri wajib menindaklanluti laporan sebagaimana dimaksud pada Romawi Xll

angka 18 dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK.

Panwaslu Kabupaten Wonogiri melakukan pengawasan pelaksanaan Kampanye di tingkat kabupaten,

terhadao :

a. kemungkinan adanya kesengaiaan alau kelalaian anggota KPU Kabupaten Wonogiri, sekretaris

dan pegawai sekretariat KPU Kabup€ten Wonogiri melakukan tindak pidana Pemilu atau

pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang

berlangsung; atau

b. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian pelaksana Kampanye, tim Kampanye, peserta

Kampanye dan petugas Kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif

yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung.

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Romawi Xll angka 20, Panwaslu

Kabupaten Wonogiri :

a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye;

b. menyelesaikan temuan dan laporan pelangganan Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepda KPU Kabupaten Wonogiri tentang pelanggaran

Kampanye untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Polres

Wonogiri;

e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan

Kampanye oleh anggota KPU Kabupaten Wonogiri, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU

Kabupaten Wonogiri kepada Bawaslu; dan/atau

f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU

Kabupaten wonogiri , sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri yang terbukti

melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung'

Panwaslu Kabupaten Wonogiri menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap

ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi xll angka 21 huruf a, pada

hari yang sama dengan diterimanya laporan.

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administntif oleh pelaksana

Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat kabupaten, Panwaslu Kabupaten wonogiri

menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Wonogiri

KPU Kabupaten wonogiri menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti

permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan

peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan.

Dalam hal panwaslu Kabupaten Wonogiri menerima laporan dugaan pelanggaran administratif tefiadap

ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten wonogin, sekretaris dan

pegawai sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri,, Panwaslu Kabupaten wonogiri meneruskan laporan

tersebut kepada Bawaslu.

KPU besama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif

sebagaimana dimaksud dalam Romawi Xll angka 24 selain yang diatur dalam Undang-Undang'

Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Romaw Xll angka 25 selain

yang diatur dalam undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU

dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Panwaslu Kabupaten wonogiri menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam

pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU Kabupaten Wonogiri, Sekretaris dan Pegawai Sekretariat

KPU Kabupaten Wonogiri, pelaksana dan peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Romawi xll

angka 26, Panwaslu Kabupaten Wonogiri melakukan :

a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Polres wonogiri; atau

b. pelapo|an kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang

sanksi.

29. Panwaslu Kabupaten Wonogiri melakukan pengawasan tertladap pelaksanaan tindak laniut

rekomendasi Baw6lu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Romawi Xll angka 28.

24.

27.
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DANA KAiIPANYE

1. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim

xampanye.

2. Dana kampanye bersumber dari :

a. Pasangan Calon yang belsangkutan;

b. Partai Politik dary'atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan

c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perorangan dan/ atau

badan hukum swasta.

3. Dana Kampanye dapat berupa uang, barang, dan/ atau lasa.

4. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat

tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan hukum

7.

swasta ( non pemerintah).

Dana kampanye yang berasaldari perseorangan tidak boleh melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta

rupiah).

Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta tidak boleh

melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pemberi sumbangan lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan

identitas yang jelas.

Dana kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana Kampanye dan ditempatkan

pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank.

Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dicatat

berdasarkan harga pasar yang wajar pda saat sumbangan itu diterima.

Dana Kampanye wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye

yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon madng-masing.

Pembukuan dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan calon ditetapkan sebagai

Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 dan ditutup 7 (tu.iuh) hari

sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan

publik yang ditunjuk KPU Kabupaten Wonogiri.

Pasangan calon dan tim Kampanye melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KPU Kabupaten

wonogiri 1 (satu) harisebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhimya Kampanye.

Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU Kabupaten Wonogiri mencantumkan nama atau identitas

penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

KPU Kabupaten wonogiri mengumumkan laporan penerimaan dana Kampanye setiap Pasangan Calon

kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari selelah menerima laporan dana Kampanye dari

Pasangan Calon.

Pasangan calon melalui tim kampanye tingkat Kabupaten melaporkan penggunaan dana Kampanye

kepada KPU Kabupaten wonogiri paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhimya pemungutan suara

KPUKabupatenWonogirimenyampaikan|aporanpenerimaandanpenggunaandanaKampanyeyang

diterima dari Pasangan calon dan tim Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling

lama 2 (dua) hari seiak diterimanya laporan.

Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Kabupaten wonogiri paling lama 15 (lima

10.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

belas) hari sejak diterimanya laporan

18. KPU Kabupaten wonogiri mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3

(tiga) hari setelah ditenmanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik, dan dokumen teBebut wajib

dipelihara serta terbuka untuk umum.

KPU Kabupaten Wonogiti menetapkan kantor akuntan publik yang mernenuhi persyaratan'

Kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Membuat pemyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bertanggung

jawabataspemeriksaan|aporandanaKampanyetidakberafi|iasisecara|angsungataupuntidak

langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan

b. Membuat pemyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup bahwa rekan yang bettanggung

jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai

Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
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21. Biaya jasa akuntan pudik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD)

Kabupaten Wonogiri,

Dalam hal kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri, dalam proses

Delaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, KPU

Kabupaten Wonogiri membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang beBangkutan.

Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekeriaannya tidak bertEk mendapatkan pembayaran jasa.

KPU Kabupaten Wonogiri menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan

audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

Pasangan Calon dilarang rnenerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :

a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negaftl

asing;

Ditetaokan di : Wonogin

Pada Tanggal :04 Pebruari 2010
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24.

b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak ielas identitasnya;

c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah

26.Timkampanyeyangmenerimasumbangansebagaimanadimaksudangka25tidakdibena*an
menggunakan dana teFebut dan walib melaporkannya kepada KPU Kabupaten wonogiri dan

menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa

Kampanye berakhir.

27. Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 26 dikenai

sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Kabupaten Wonogiri'

XV. KETENTUAN I.AIN

l.Pasangancalon,timkampanyedanpe|aksanakampanyedalammemasangatributdanpenggunaan
fasi|itasumumuntukkampanyePemilihanUmumBupatiDanWaki|BupatiWonogiriTahun20,10di

tempatumumdisampingberpedomanpetunjukteknisiniiugaberpedomandenganKeputusanBupati

WonogidNomorl8STahun200stentangTempaULokasiyangdiiiinkanuntukpemasangana|atperaga

danpenggunaanfasi|itasumumda|amrangkapesertaPemilihanUmumdiKabupatenWonogiri.

2. KPU Kabupaten wonogiri dapat rnembentuk ke|ompok keria monitoring pe|aksanaan kampanye, yang

keanggoiaannya terdiri dari instansi lain, yang sangat erat kait"nnya dengan kampanye dengan iumlah

anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU Kabupaten Wonogiri'

3'Padadaerahkonflikdarr/ataudaerah|ainyangdianggapdaerahrawankonflikKPUKabupaten
wonogirisesuaitingkahnnyame|akukankoordinasiyangsebaik-baiknyadenganpihakPo|resdanTN|.

4.Untukkeper|uanpe|a|GanaanauditdanakampanyePemiluBupatiDanWaki|BupatiWonogiriTahun
2010,KPUmenetapKanpedomanpe|aporandanakampanyepesertaPemiluBupatiDanWaki|Bupati

Wonogiri Tahun 2010 serta pedoman audit lapran penerimaan dan pengeluaran dana kampanye

peserta Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2010'

5'Pasanganca|onataurimkampanyesesuaitingkatannyamenandatanganisuratmandatsaksipasangan
calon datam p"rung;n dan penghitungan suana di Tps dan r€kapitulasi hasil penghitungan suara di

tingkat PPK, KPU KabuPaten'

6. Contoh formulir Model is-t0vx,Modrt AB 1-l(wK, dan Model 2 AB-l{ivK untuk kepeduan kampanye

Pemi|uKepa|aDaerahdanWaki|Kepa|aDaerahsebagaimanatercantumda|amLampiranPeraturan

PemerintahNomor6Tahun200ssebagaimanadiubahterakhirdenganPeraturanPemedntahNomor49

Tahun 2008 dengan Penyesuaian'

W. KETENTUAN PEIIUTUP

pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi pasangan calon, Tim Kampanye Pasangan calon'

Penye|enggaraPemi|uBupatioanwaritBupatiWonogiriTahun2010,PengawasPemi|u,Pemantau,untuk

dapat dilaksanakan sesuai tahapannya

-D-9IQ4.\

w
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Lampiran ll : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonogiri

Nomor : 08Kpts/KPU Wng-01232951212010

Tanggal : 04 Pebruari 2010

BENTUK.BENTUK FORMULIR :

Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri

Tahun 2010 (Model AB-KWK).

Peringatan Tertulis/Penghentian Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2010 (Model AB1-l(WK).

Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 (Model AB2-KWK).

:

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal: 04 Pebruari 2010

1.

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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MODEL AB-I(WK

ilAI,IA TIM KAMPANYE DAN JURU KAMPANYE

PEMILIHAN UIIUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI

TAHUil M.I(l

Nama pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati dan Wakil

Tahun 2010

Nomor rekening khusus dana

kampanye pasangan calon dan

tim kampanye

: NamaBank :

Nomor rekening:.........,.......

Bersama ini mengajukan nama tim kampanye dan iuru kampanye pasangan calon teFebut, yaitu :

1. Nama lengkap
Alamat

Pekeriaan/jabatan

2. Nama lengkap

Alamat

Pekerjaan/jabatan

3. Nama lengkap

Alamat

Pekerjaan{abatan

Demikian untuk menjadi maklum.

Yang mengaiukan,

Cahtan :

i-ffiah nama tim kampanye dan juru kampanye dapat disesuaikan, dan dapat menggunakan lembar tambahan'

2. Formulir Model A&KWK digunai<an untui Kbu xabupaten/xota, apabila tim kampanye dan atiau iuru kampanye dibentuk

ditingkat Kabupaten/Kota.

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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MODEL AB 1{OIK

PERINGATAN TERTULIS I PEi{GHEI{TIAI{
KEGIATAN KAMPANYE

PEMILIHAN UMUIiI BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI

TAHUtl2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

l. Dasar:
i. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

pembertrentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

c. Peraturan Komisi Pemilihan umum NOmor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Tekins Tata cara

Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah'

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wonogiri Nomor 08/Kpts/KPU-Wng-

Oji32gS1A2Ofi tentang pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2010.

e. Rapat ileno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Wonogiritanggal 04 Pebruari 2010.

Memutuskan :

Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilihan Umum BUPATI DAN WAKIL

BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA , kepada :

Nomor urut dan nama Pasangan cabn

Nama Anggota Tim Kampanye

3. Demikian untuk dilaksanakan.

sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu umum Bupati dan wakil Bupati

Wonogii Tahu; 2010, sebagaimana dirnaksud dalam Pasal....... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

r.i.di;.r. t trt' <liubah tenairrir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008: dan Pasal" " Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebaiaimana t"-tttt OiuUit terakhir dengan Peraturan Pemerhtah Nomor 49

Tahun 2008; dan Pasal....... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wonogiri Nomor 0SlKpts/KPU-Wng-

01232951212010.

..2010

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Ketua,

Catdan :

1. Jumlah dan nama pasangan caron Bupati dan wakil Bupati / walikota dan wakil walikota/Anggota tim Kampanye dapat

disesuaikan.

2. Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 sebagaimrn" t r"n oiu#tiilng.. u',i;gGd.rg Nom6r 12 Tahun 2008; dan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2005 sebagaimana tetah dil;-d;ihi, oenian eerituran Pemenntah Nomor 49 Tahun 2008; serta Keputusan

KomisiPemilihanu-mumKabupatenWonogiriNomor0s/KPts/KPU''l'lng-012329512!20'10'

jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri
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MODEL AB 2-KWK

PEMBATALAN
PASA}IGAI{ CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI

TAHUN 2(l1O

t.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan oaerah, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraluran Pemerintah Nomor49 Tahun 2008.

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis Tata Cara

Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 08/Kpts/KPU-Wng-

01232951U2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2010.
e. Putusan Pengadilan Nomor.................
f. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tangga'

Memutuskan :

Membatalkan nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010. sebagai Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 dalam Pemilihan Umum Eupati dan Wakil Bupati Wonogiri

Tahun 2010.

Sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu Bupati dan Wakil Bupati

Wonogiri Tahun 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M

sebagaimana telah diubah terakhh dengan Undang-Urdang Nomor'12 Tahun 2008; dan Pasal....... Peratulan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun 2008; dan Pasal ......... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor

08/Kpts/KPU -Wn g -01 232951 21 20 1 0

D,emikian untuk dilaksanakan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Catatan :

G-nks pembatalan Pasangan Calon Bupat dan Wakil Wonigiri Tahun 2010 hanya dapat diberikan apabila sudah terdapat

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
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